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  P  U  T  U  S  A  N  

NOMOR :  56/G.TUN/2011/PTUN.JPR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  ta ta  usaha  negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa  te lah  menja tuhkan  Putusan  

dengan  per t imbangan- per t imbangan  sebaga imana  te ru ra i  d i  

bawah in i ,  da lam perkara  anta ra  :

1.  KLEMEN UKAGO, S.H. ,  MMT,   Kewarganegaraan    Indones ia ,  

Peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  ber tempat  t i ngga l  

Waghete  I ,  Dis t r i k  Tig i ,  Kabupaten  

Deiya i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.   MANFRED MOTE,  S.Fi l ,   Kewarganegaraan  Indones ia ,  

peker j aan   Pegawai  Neger i  Sip i l ,  ber tempat  t i ngga l  

Waghete  I ,  Dis t r i k  Tig i ,  Kabupaten  

Deiya i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  in i  member i  Kuasa  kepada  JAN  SULWAN 

SARAGIH,  S.H. ,  JUHARI,  S.H.  dan  SIHAR L.  TOBING,  

S.H. ,  kesemuanya  berkewarganegaraan  Indones ia ,  

peker j aan  Advokat /  Konsu l t an   Hukum pada  Kanto r  

JAN SULWAN SARAGIH,  S.H.  dan  REKAN,  bera lamat  di  

Ja lan  Belu t  Nomor:  03  Waena,  Dis t r i k  Heram,  Kota  

Jayapura ;  Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  15  Nopember  

2011  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  1 dar i  34 Hal .  Putusan  No.  56/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  PARA 

PENGGUGAT; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   M e l  a w a n  :

KETUA KOMISI  PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI ,  berkedudukan  

di  

Waghete ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  in i  member i  kuasa  kepada  PETRUS P.  ELL,  

S.H. ,  RAHMAN RAMLI,  S.H. ,  EMILIANUS ELL,  S.H.  dan 

YOHANIS  GEWAB,  S.H,    kesemuanya  

berkewarganegaraan     Indones ia ,  peker j aan  

Advokat /Pengacara  dan  Asis ten ,  pada  Kanto r  PIETER 

ELL,  S.H.  dan Rekan,  bera lamat  Ja lan  Sos ia l  Padang  

Bulan   No.   31A,  Dis t r i k  Heram,  Kota  Jayapura ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  18 

Nopember  2011 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  

TERGUGAT  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  te rsebu t ,  te l ah  

membaca :

1. Surat  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jayapura  Nomor  :  56/Pen. Dis /2011 /PTUN.JPR Tangga l  

16  Nopember  2011 Tentang  Lolos  Dismissa l  ;  

2. Surat  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jayapura  Nomor  :  56/Pen. AC/2011 /PTUN.JPR  Tangga l  

16  Nopember  2011  Tentang  Penolakan  Permohonan  

Acara  Cepat  ;  

3. Surat  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jayapura  Nomor  :  56/Pen.MH/2011/PTUN.JPR  Tangga l  

16 Nopember  2011  Tentang  Penunjukan  Maje l i s  Hakim;

2

Disclaimer
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4. Surat  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor  :  

56/PEN.PP/2011 /PTUN.JPR  Tangga l  17  Nopember  2011  

Tentang  Pemer iksaan  Pers iapan ;

5. Surat  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor  :  

56/PEN.HS/2011 /PTUN.JPR  Tangga l  06  Desember  2011 

Tentang  Har i  Sidang ;

6. Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  perkara  dan 

mendengar  kete rangan  saks i - saks i  dar i  para  p ihak  

di  Pers idangan  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG DUDUK PERKARA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Para  Penggugat  te l ah  mengajukan  gugatan  

te r t angga l   16  Nopember  2011,   yang   d ida f t a r kan  di  

Kepani te r aan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  pada 

tangga l  16  Nopember  2011 dalam  Regis te r  Perkara  Nomor:  

56/G.TUN/2011/PTUN.JPR,  te l ah  mela lu i  Pemer iksaan  Pers iapan ,  

gugatan  Para  Penggugat  te l ah  disempurnakan  dan di t e r ima  oleh  

Maje l i s  Hakim  pada  tangga l  06  Desember  2011  yang  is i  

gugatannya  ada lah  sebaga i  ber i ku t  ;

1. Bahwa  Tergugat  te l ah  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i   Nomor  :  08  

Tahun  2011  Tentang  Penetapan  Calon  Bupat i  dan  Calon  

Waki l  Bupat i  yang  dinya takan  Lulus  dan  Tidak  Lulus ,  

tangga l  03  November  

2011; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa para  Penggugat  mengetahu i  adanya  Sura t  Keputusan  

Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i   Nomor  :  

08  Tahun  2011  te rsebu t  pada  tangga l  03  November   2011,  

seh ingga  Gugatan  in i  d i  a jukan  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jayapura  masih  da lam  tenggang  waktu  90  

Hal .  3 dar i  34 Hal .  Putusan  No.  56/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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(  Sembi lan  puluh)  har i   dan  karenanya  sesua i  dengan  

keten tuan  pasa l  55  UU Nomor  5 Tahun  1986  jo  UU No.  51  

tahun  2009  ten tang  perubahan  Kedua  atas  UU No.  5 Tahun  

1986  Jo.  SEMA RI  Nomor  2  Tahun  1991  ten tang  Petun juk  

Pelaksanaan  beberapa  keten tuan  dalam  UU No.  5  Tahun  

1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  Sura t  Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Deiya i  Nomor  08  Tahun  2011  te r t angga l  03  

November   2011  yang  d i  te rb i t k an  dan  di  tanda tangan i  

o leh  Ketua  KPU Kabupaten  Deiya i   te rsebu t  merupakan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  te lah  bers i f a t  

Konkre t ,  Ind i v i dua l  dan  Fina l  dan  menimbulkan  kerug ian  

bag i  kepent i ngan  para  Penggugat  seh ingga  memenuhi  

keten tuan  pasa l  1  angka  9  UU No 51  Tahun  2009  dan  53  

ayat  (1 )  UU Nomor  9 Tahun 2004 jo   UU No.  51 tahun  2009  

ten tang  perubahan  Kedua  atas  UU No.  5  Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  ya i t u  : - - - - - -

- Konkr i t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Karena   Sura t  Keputusan  Tergugat  AQUO te l ah  menimbulkan  

kerug ian  yang  nyata  bag i  para  Penggugat  yakn i  Para  

Penggugat  harus  keh i l angan  haknya  sebaga i  peser ta  ca lon  

Kepala  Daerah   dan  waki l  Kepala  Daerah   Kabupaten  

Deiya i  da lam  PEMILUKADA  tahun  2011  – 

2016 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ind i v i dua l  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Karena   Sura t  Keputusan  Tergugat  te rsebu t  je l as  dan  

nyata  d i t u j u kan  kepada  para   Penggugat  sebaga i  ca lon  

Kepala  Daerah  dan  Calon  Waki l  Kepala  Daerah   Kabupaten  

Deiya i   per iode  tahun  2011-  2016 ; - - - - - - - - - - - - - - - -

- Fina l  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Karena  Sura t  Keputusan  Tergugat  AQUO je l as  dan  nyata  

4
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menimbulkan  ak iba t   hukum yang  bers i f a t  def i n i t i v e  bag i  

para  Penggugat  karena  Tergugat  sudah  t i dak  mengiku t  

ser takan  para  Penggugat  sebaga i  peser ta  ca lon  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  dalam  PEMILUKADA 

Kabupaten  Deiya i   per iode   2011-  

2016. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa para  Penggugat  sebaga i  pasangan  Calon  Bupat i  dan  

Calon  Waki l  Bupat i  per iode  tahun  2011- 2016  secara  sah  

te lah  mengiku t i  se leks i  Pener imaan  ca lon  Bupat i  dan  

Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  tahun  2011,  mela lu i  

Penca lonan  

Perseorangan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa sebaga i  syara t  pasangan  ca lon  perseorangan ,  para  

Penggugat  te l ah  d idukung  leb ih  dar i  6,5  % dar i   jumlah  

penduduk  Kabupaten  Deiya i  yakn i  d idukung  5  Dis t r i k  

yang  ada  di  Kabupaten  Deiya i  dengan   jumlah  dukungan  

sebanyak  4.527  suara   seh ingga  memenuhi  keten tuan  pasa l  

8  ayat  (2 )  po in  a  Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun  2010  

ten tang  Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah ; - - - - - - - - - -

6. Bahwa  se lan ju t nya  pada  tangga l  08   Ju l i  2011   Para  

Penggugat  mendaf ta r kan  d i r i  sebaga i  ca lon  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  ke  kanto r  Terguga t  dengan  

membawa se jumlah  dokumen sura t  dukungan   dar i  5 dis t r i k  

yang  dise r t a i  dengan  Dokumen Kependudukan  berupa  SURAT 

KETERANGAN TEMPAT TINGGAL/DOMISIL I  dan  atas  penyerahan  

sura t  dukungan  te rsebu t ,  Tergugat  member i kan  daf ta r  

Tanda 

te r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa se lan ju t nya  sete lah  Terguga t  melakukan  ver i f i k a s i  

dan rekap i t u l a s i  atas   pero lehan  dukungan  te rhadap  di r i  

para  Penggugat ,  kemudian  Terguga t  mengeluarkan  

Pengumuman  Nomor  26/KPU- D/P/ IX /2011  te r t angga l  15 

September  2011  yang  pada  pokoknya  menerangkan  para  

Hal .  5 dar i  34 Hal .  Putusan  No.  56/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Penggugat  LULUS  Ver i f i k a s i  dengan  dukungan  suara  sah  

sebanyak  4.527  suara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa se lan ju t nya  sete lah  dinya takan  LULUS ver i f i k a s i ,  

kemudian   pada  tangga l  04  Oktober  2011   para  Penggugat  

melengkap i   dan  menyerahkan  persyara tan  penca lonan  

la i nnya  seper t i  Formul i r  Sura t  Penca lonan  model  B-

KWK.KPU  PERSEORANGAN dan  Formul i r   la i nnya  kepada  

Tergugat ,  yang  d ise r t a i  dengan  tanda  

te r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9. Bahwa  se lan ju t nya  pada  tangga l  03  November  2011  

Tergugat  melakukan  rapa t  Pleno  Terbuka  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Deiya i  Tahun  2011  dan   mengeluarkan  Sura t  

Keputusan  Nomor  08  Tahun  2011  Tentang  Penetapan  Calon  

Bupat i  dan Calon  Waki l  Bupat i  Yang dinya takan  Lulus  dan  

Tidak  Lulus ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa  da lam  Sura t  Keputusan  Aquo  Para  Penggugat  

dinya takan  TIDAK LULUS  dengan  alasan  :  Tidak  ada  Logo  

Daerah ,  Tidak  Ada  KTP,  Tidak  ada  NIK,  dan  Kabupaten  

Pemekaran ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

11. Bahwa  alasan  Tergugat  untuk  t i dak  melu luskan  Para  

Penggugat  adalah  sangat  Mengada- ada  atau  ke l i r u  sebab  

di  da lam  Pera tu ran  KPU Nomor  :  13  Tahun  2010  ten tang  

Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  kususnya  mengena i  

Persyara tan  ca lon  Perseorangan ,  t i dak  ada  atu ran  yang  

mengatu r  ten tang  sebuah  Logo  Daerah ,  dan  is t i l a h  

Kabupaten  Pemekaran ,  bahkan  fak tanya  hingga  saat  in i  

Logo  daerah  Kabupaten  Deiya i  t i dak  pernah  ada  atau  

belum ada; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa sedangkan  alasan  Tergugat  mengenai  KTP dan  NIK 

yang  juga  di  jad i kan  alasan   Terguga t  untuk  menyatakan  

Para  Penggugat  Tidak  Lulus  ada lah  sangat  ke l i r u ,  sebab  

menuru t  pasa l  8  ayat  (7 )  Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun  
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2010  dukungan  suara  harus  di  ser ta i  dengan  Foto  kop i  

KTP  ATAU Dokumen  Kependudukan  la i nnya  yang  masih  

ber laku   sesua i  dengan  Pera tu ran  Perundang-

undangan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

13. Bahwa se lan ju t nya  pada  pasa l  8  ayat  (8 )  Pera tu ran  KPU 

13  Tahun  2010  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  yang  di  

maksud  dengan  dokumen  Kependudukan  la i nnya  ada lah  

berupa ,  Kar tu  Keluarga ,  atau  Paspor t ,  atau  Dokumen 

Kependudukan  la i nnya  berdasarkan  Pera tu ran  Perundang-

undangan  yang  

ber laku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bahwa Para  Penggugat  da lam penca lonan  Perseorangan  in i  

d i  dukung  oleh  Masyaraka t  kabupaten  Deiya i  yang  sura t  

dukungannya  di  bukt i kan  dengan  bukt i  dokumen 

kependudukan  berupa  SURAT  KETERANGAN  TEMPAT 

TINGGAL/DOMISIL I   yang  di  ke lua rkan  Pemer in tah  

Kabupaten  Deiya i  lewat  Kepala  

Kampung; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bahwa  dengan  adanya  dukungan  masyaraka t  lewat  sura t  

dukungan  yang  di  ser ta i  bukt i  Dokumen  Kependudukan  

berupa  SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL/DOMISIL I  maka 

Dukungan  masyaraka t  te rhadap  Para  Penggugat  te lah  

sesua i  dengan  pasa l  8  ayat  (7 )  dan  (8)  adalah  te l ah  

te rpenuh i ; - - - - - - - - - - - -

16. Bahwa  se lan ju t nya  Tergugat   yang  menyatakan  Para  

Penggugat  TIDAK LULUS sesua i  dengan  alasan  pada poin  12  

dan  13  d ia tas  ada lah  nyata - nyata  ber ten tangan  dengan  

Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun  2010  Pasal  2 per iha l  asas  

asas  penye lenggaraan  PEMILU,  yakn i   JUJUR,   ADIL ,   ADA 

KEPASTIAN  HUKUM,  DAN 

PROFESIONAL; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Hal .  7 dar i  34 Hal .  Putusan  No.  56/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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17. Bahwa karena  Tergugat  da lam menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

Nomor  :  08  Tahun  2011  te r t angga l  03  November  2011  

sangat  ber ten tangan  Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun  2010  

ten tang  Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah ,  maka sudah  

sepatu tnya  dinya takan  bata l  dan  t i dak  

sah; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

18. Bahwa se lan ju t nya  karena  se lu ruh  persya ra tan  penca lonan  

peser ta  Pemi lu  Kepala  daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

sesua i  dengan  Pera tu ran  KPU Nomor  13 Tahun 2010 ten tang  

Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah   te lah  di  penuh i  

o leh  Para  Penggugat ,  maka  sudah  se layaknya  Para  

Penggugat  d inya takan  LULUS sebaga i  Calon  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  Tahun 2011; - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  ura ian - ura ian  hukum dia tas ,  para  Penggugat  

memohon kepada  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  

atau  Hakim  Pemer iksa  Perkara  in i   untuk  

memutuskan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -  

DALAM 

PENUNDAAN:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MENUNDA LEBIH  LANJUT  PELAKSANAAN SURAT  KEPUTUSAN KETUA 

KOMISI  PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI  NOMOR 08  TAHUN 2011  

TANGGAL 03  NOVEMBER  2011   TENTANG PENETAPAN CALON BUPATI  

DAN CALON WAKIL BUPATI  YANG DINYATAKAN LULUS DAN TIDAK LULUS 

BERIKUT  SEMUA  AKIBAT 

HUKUMNYA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK 
PERKARA : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mengabulkan  Gugatan  para  PENGGUGAT  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  ber i ku t  semua  ak iba t  
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hukumnya  Sura t  Keputusan  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Deiya i  Nomor  08  Tahun  2011  tangga l  03 

November   2011   ten tang  Penetapan  Calon  Bupat i  dan  

Calon  Waki l  Bupat i  yang  dinya takan  Lu lus  dan  Tidak  

Lulus  yang  di  te rb i t k an  dan  d i  tanda tangan i  

TERGUGAT;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Memer in tahkan  TERGUGAT untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i  tangga l  03  

November  ten tang  Penetapan  Calon  Bupat i  dan Calon  Waki l  

Bupat i  yang dinya takan  Lu lus  dan Tidak  Lu lus ; - - - - - - - - - -

4. Memer in tahkan  TERGUGAT  untuk  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  yang  baru  dan  menetapkan  para  PENGGUGAT 

sebaga i  pasangan  Bakal  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Deiya i  Tahun 

2011; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menghukum  TERGUGAT untuk  membayar  semua  biaya  yang  

t imbu l  da lam  perkara  

in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Para  Penggugat  te rsebu t ,  

Tergugat  te l ah  mengajukan  Jawaban  te r t angga l  09  Desember  

2011 yang  is i nya  sebaga i  ber i ku t  ;

1. Bahwa Tergugat  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  

Gugatan  Para  Penggugat  ,  kecua l i  yang  

secara  tegas  dan  nyata  diaku i  kebenarannya  

dalam  pers idangan  seh ingga  dengan  adanya  

peno lakan  se lu ruh  dal i l  Gugatan ,maka  

Penggugat  Waj ib  membukt i kan  se lu ruh  dal i l  

Gugatannya  di  depan  

pers i dangan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  da lam  Posi t a  angka  1,  2,  3  dan  4 

kami  tanggap i  sebaga i  ber i ku t :  bahwa 

Obyek  Sengketa  yang  di  ke lua rkan  oleh  

Tergugat   berka i t an  dengan  Penetapan  
Hal .  9 dar i  34 Hal .  Putusan  No.  56/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Yang  dinya takan  Lu lus  dan  t i dak  Lu lus  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Tergugat  No.08  

Tahun  2011  Tangga l ,  3 November  2011  adalah  

sah  karena  Para  Penggugat  bukan  sebaga i  

Calon  Bupat i  dan Calon  Waki l  Bupat i  te tap i  

Baka l  Calon  Bupat i  dan  Baka l  Calon  Waki l  

Bupat i  sedangkan  soa l  kewenangan  PTUN 

untuk  memer iksa  Perkara  in i  merupakan  

kewenangan  yang  meleka t  secara  Abso lu t  

pada  Per t imbangan  Maje l i s  Hakim  Pemer iksa  

Perkara  in i ,  untuk  i t u  kami  serahkan  

kepada  Maje l i s  Hakim Pemer iksa  Perkara  in i  

untuk  

meni la i nya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa dalam Pos i ta  5,  dapat  kami  tanggap i  

sebaga i  ber i ku t :  Bahwa t i dak  benar    Para  

Penggugat   mempero leh  dukungan   6,5% dar i  

jumlah  dukungan  sebanyak   4.527  suara  

seper t i  yang  di  da l i l k an  o leh  Para  

Penggugat  karena  sete lah  di l akukan  

Ver i f i k a s i  Faktua l  atas  dukungan  Para  

Penggugat  te rnya ta  dukungan  suara  Para  

Penggugat  hanya  2201  suara  seh ingga  t i dak  

memenuhi  syara t  min ima l  

6,5%;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  dalam  Posi t a  Poin  6   dapat  kami  

tanggap i  sebaga i  ber i ku t  ;  Bahwa  t i dak  

benar  apa  yang  di  da l i l k an   o leh  para  

Penggugat  bahwa  te lah  mendaf ta r kan  di r i  

ke  Kanto r  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Deyai  pada  tangga l ,  ,08  ju l i   2011  sebab,  

menuru t  tahapan  Program  dan  jadwal  

pendaf ta r an  sudah  di  buka  oleh  Tergugat  

se jak  tanga l ,  26  –  29  Jun i  2011  kemudian  

4 (empat )  Bakal  Pasanga  Calon  Perseorangan  

Bupat i  dan  Baka l  Calon  Waki l  Bupat i  

10
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mendaf ta r kan  di r i  d i  Kanto r  KPU Kabupaten  

Deiya i  sa lah  satu  pasangan  Calon  ada lah  

Para  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  dalam  pos i t a  7  dapat  d i tanggap i  

sebaga i  ber i ku t :  bahwa   t i dak  benar  

Tergugat  mengeluarkan  pengumuman 

No.26 /KPU- D/P/ IX /2011  Ter tangga l , 15  

September  2011,  yang  menyatakan  Para  

Penggugat  te l ah  lo l os  Ver i f i k a s i  dan  juga  

Sura t  Penca lonan  Model ,B  KWK/KPU 

Perseorangan  yang  di  serahkan  kepada  

Tergugat  t i dak  d i  lengkap i  o leh  para  

Penggugat  yang  mana   Formul i r  B KWK/KPU 

Perseorangan  t i dak  d i  i s i   secara  

kese lu ruhan  jumlah  pendukung  dalam  sura t  

penca lonan  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

6. Bahwa pos i t a  8  dan  9  dapat  kami  tanggap i  

sebaga i  ber i ku t ;  Bahwa  t i dak  benar  

Penggugat  te l ah  lo l os  Ver i f i k a s i  

sebaga imana  dal i l  Para  Penggugat  karena  

apab i l a  Penggugat  lo l os  Ver i f i k a s i  

te r l eb i h  dahu lu  d i  Plenokan  o leh  Tergugat  

dan  di  tuangkan  dalam  Ber i t a  

Acara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa   pos i t a  10,  11,12 ,13 ,14 ,  15,  16, .  

dapat  Tergugat  tanggap i  sebaga i  ber i ku t ;  

bahwa Tergugat  menolak  dengan  tegas  dal i l  

Para  Penggugat .  yang  benar  adalah  bahwa 

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i ,  

te lah  memer iksa  dan  melakukan  pene l i t i a n  

te rhadap  berkas - berkas  dukungan  penca lonan  

dan  berdasarkan  has i l  pene l i t i a n  
Hal .  11 dar i  34 Hal .  Putusan  No.  56/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Admin is t r a s i  o leh  KPU  Kabupaten  Deiya i  

sebe lum  di tu runkan  kepada  Pani t i a  

Pemi l i han  Dis t r i k  (PPD)  dan  Pani t i a  

Pemungutan  Suara  (PPS dan  rekap i t u l a s i  PPK 

baka l  pasangan  ca lon   Kepala  Derah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah   Para  Penggugat   t i dak  

memenuhi  6.5% karena  hanya  mempero leh  2201  

orang.  seh ingga  ber ten tangan  dengan  

Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun  2010  Pasal  8 

ayat  7  dan 

8  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa da lam  pos i t a  17  ,18  dapat  Tergugat  

tanggap i  sebaga i  ber i ku t ;  bahwa  Tergugat  

te lah  melakukan  tahapan  sesua i  dengan  

Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun  2010  yang  

te lah  di  tuangkan  d i  da lam  SK Nomor  02 

Tahun  2011  Tentang  Penetapan  

tahapan ,p rog ram  dan  Jadwal  penye lenggaraan  

Pemi l i han  umum Kepala  Daerah  Kabupaten  

Deiya i  Per iode  2011- 2016  dan  juga  sesua i  

dengan  pera tu ran  KPU  No.13  Tahun 

2010. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Berdasarkan  ura ian - ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  kami  mohon 

kepada   Maje l i s  Hakim Pemer iksa  Perkara  in i  untuk  memutuskan  

sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  Penundaan  

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

MENOLAK  penundaan   da lam  perkara  in i   karena  te lah  

ber ten tangan  dengan  keten tuan  Pasa l  67  ayat  (1 )   Undang-

undang No.  5 Tahun 1986. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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DALAM  POKOK  PERKARA 

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

1. Mener ima  se lu ruh  Jawaban 

Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menolak  Gugatan  Para  Penggugat  karena  Gugatan  t i dak  

berdasar  hukum,  atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  

Gugatan  Tidak  Dapat  Di te r ima ;  - - - - - - - - - -

3. Menyatakan  Obyek  sengketa   yang  d i  da l i l k an  oleh  Para  

Penggugat  ya i t u  Sura t    Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Deiya i   Nomor:  08 Tahun  2011  tangga l  03 

November   2011  Tentang  Penetapan   Calon  Bupat i  dan 

Calon  Waki l  Bupat i  yang  dinya takan  Lu lus  dan  t i dak  

Lulus  te tap  Sah  dan 

Ber laku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menyatakan  Para  Penggugat  t i dak  memenuhi  Persyara tan  

untuk  d i  te tapkan  o leh  Tergugat  sebaga i  Pasangan  Calon  

Bupat i  dan  Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  Tahun 

2011; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  semua  b iaya  yang  

t imbu l  da lam  perkara  in i .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  te l ah  menyampaikan  

Repl i k  secara  l i s an  pada  Pers idangan  tangga l  09  Desember  

2011  dan  berdasarkan  Repl i k  l i s an  Para  Penggugat  te rsebu t ,  

Tergugat  te lah  menyampaikan  Dupl i k  secara  l i s an  pada  

Pers idangan  09 Desember  2011;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

gugatannya ,  Para  Penggugat  te lah  mengajukan  bukt i - bukt i  

te r t u l i s  berupa  fo tocopy  sura t - sura t  bermate ra i  cukup  yang  

dibe r i  tanda  P- 1  sampai  dengan  P- 10,  dengan  per i nc i an  

sebaga i  ber i ku t  :

Hal .  13 dar i  34 Hal .  Putusan  No.  56/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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1. P–1 

:   

Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Deiya i   Nomor  :  08 

Tahun  2011  Tentang  Penetapan  Calon  Bupat i  Dan 

Calon  Waki l  Bupat i   yang  dinya takan  Lu lus  dan  

Tidak  Lulus   tangga l  03  November   2011 ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  as l i nya ,  lampi ran  

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - -

2. P–2 

:   

Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  Tentang  Penetapan  

Pasangan  Calon  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Deiya i  Tahun  2011  tangga l  03  November  2011 ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. P–3 

:   

Daf ta r  Tanda  Ter ima  Dokumen  Dukungan  Calon  

Perseorangan  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Deiya i  2011- 2016,Tahap  I  

tangga l  08  Ju l i  2011,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. P–4 

:   

Daf ta r  Tanda  Ter ima  berkas  dukungan,  Tahap  I I  

tangga l  12  September  2011 ,   ( fo t okop i  sesua i  

dengan as l i nya) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. P–5 

:   

Sura t  Pengumuman  Nomor  26/KPU- D/ IX /2011 tangga l  

15  September  2011,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - -

6. P–6 

:   

Tanda  te r ima  berkas  Calon  Bupat i  dan Calon  Waki l  

Bupat i  tangga l  04  Oktober  2011 ,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  as l i nya) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. P–7 

:   

Berkas  Sura t  Keterangan  Tempat  Tingga l / domis i l i ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. P–8 

:   

Sura t  Rekapi t u l a s i  Ver i f i k a s i  Faktua l  o leh  PPD 

dan  KPU Kabupaten  Deiya i  tangga l  15  September  

2011,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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9. P–9 

:   

Sura t  Rekomendas i  dan  Panwas  Kabupaten  Deiya i  

Nomor:  05/SR/PANWAS/2011  tangga l  9  Nopember  

2011,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10

.

P–

10 :  

Berkas  Perseorangan  Waj ib  Menyerahkan  

Persyara tan ,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  disamping  mengajukan  bukt i - bukt i  sura t  

te rsebu t ,  Para  Penggugat  te l ah  mengajukan  3 ( t i ga )  orang  

saks i  d i  Pers idangan  yang  member ikan  kete rangannya  dibawah  

Jan j i  yang  pada pokoknya  menerangkan  sebaga i  ber i ku t  :

1. Saks i  KORNELIS PEKEI ;

- bahwa  saks i  ada lah  Masyaraka t  b iasa  Deiya i  ;

-    bahwa   Pendaf ta ran   Perseorangan   d ibuka  oleh  KPU 

pada  tangga l  5  s/d  8  Ju l i  

2011; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-   bahwa  Penggugat   d idukung   o leh  4.527  pendukung  dar i  

5  ( l ima )  Dis t r i k  Pendukung  ya i t u  Dis t r i k  Tig i ,  Dis t r i k  

Tig i  Timur ,  Dis t r i k  Tig i  Bara t ,  Dis t r i k  Kapi raya  dan  

Dis t r i k  

Bauwobado; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

-    Bahwa     saks i      pernah      l i ha t      sura t  

Pengumuman   Rapat    Pleno  penetapan  ca lon  perseorangan  

yang  lo l os  ver i f i k a s i  te r t angga l  15 September  2011  yang  

menyatakan  Para  Penggugat  Lo los ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-   bahwa  saks i  mengetahu i  Para  Penggugat  t i dak  lo l os  

sete lah  adanya  Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Deiya i  

te r t angga l  3 Nopember  2011; - - - - - - - - - - - -

-   bahwa  Para   Penggugat   d inya takan  t i dak  lu l us  da lam 

SK te rsebu t  karena  t i dak  ada  KTP,  NIK  pendukung  dan  

t i dak  ada Logo Daerah  Pemekaran ; - - - - -

Hal .  15 dar i  34 Hal .  Putusan  No.  56/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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-   bahwa   dukungan   Para   Penggugat   te rsebu t   berupa  

Sura t  Keterangan  Domis i l i  dar i  para  

pendukung  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

2. Saks i  SAVERIUS GIYAI ;

- bahwa  saks i  ada lah  masyaraka t  b iasa  yang  t i ngga l  d i  

Wagete  I ; - - - - - - - - - - - - - -

-    bahwa  saks i   tahu   Para   Penggugat   i ku t  mendaf ta r  

secara  perseorangan  karena  di  KPU kabupaten  Deiya i  akan  

di l aksanakannya  Pemi lukada  dan  saks i  ser i ng  main  

diw i l a yah  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-    bahwa  Para  Penggugat  didukung  o leh  4.527  pendukung  

dar i  5 Dis t r i k  ya i t u  Dis t r i k  Tig i ,  Dis t r i k  Tig i  Timur ,  

Dis t r i k  Tig i  Bara t ,  Dis t r i k  Kapi raya  dan  Dis t r i k  

Bauwobado  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-    bahwa saks i  tahu  dar i  ca lon  perseorangan  ada  4 ca lon  

yang  mendaf ta r  dan  yang  t i dak  lo l os  ver i f i k a s i  ada  2 

ca lon  dar i  Sura t  Pengumuman KPU te r t angga l  15 September  

2011; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-   bahwa   saks i   mengetahu i   ka lau   Para  Penggugat  

dinya takan  t i dak  lu l us  sete lah  mel iha t  SK KPU No.  8 

Tahun 2011 tangga l  3 Nopember  2011 ; - - - - - -

-   bahwa  Para   Penggugat   d inya takan  t i dak  lu l us  da lam 

SK te rsebu t  karena  t i dak  ada  KTP,  NIK  pendukung  dan  

t i dak  ada Logo Daerah  Pemekaran ; - - - - -

-   bahwa   dukungan   Para   Penggugat   te rsebu t   berupa  

Sura t  Keterangan  Domis i l i  dar i  para  

pendukung  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

3. Saks i  HERMAN YOUW, S. IP ;

- bahwa  saks i  kena l  dengan  Para  Penggugat  karena  mereka  

16
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t i ngga l  d i  Wagete  I I  dan  saks i  t i ngga l  d i  Wagete  

I ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-    bahwa  Para  Penggugat  mendaf ta r  dar i  Calon  

Perseorangan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-    bahwa  Para  Penggugat  didukung  o leh  4.527  pendukung  

dar i  5 Dis t r i k  ya i t u  Dis t r i k  Tig i ,  Dis t r i k  Tig i  Timur ,  

Dis t r i k  Tig i  Bara t ,  Dis t r i k  Kapi raya  dan  Dis t r i k  

Bauwobado  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-   bahwa   saks i   mengetahu i   ka lau   Para  Penggugat  

dinya takan  t i dak  lu l us  sete lah  mel iha t  SK KPU No.  8 

Tahun 2011 tangga l  3 Nopember  2011 ; - - - - - -

-   bahwa  Para   Penggugat   d inya takan  t i dak  lu l us  da lam 

SK te rsebu t  karena  t i dak  ada  KTP,  NIK  pendukung  dan  

t i dak  ada Logo Daerah  Pemekaran ; - - - - -

-   bahwa  dukungan   Para   Penggugat   te r sebu t   berupa  

Sura t  Keterangan  Domis i l i  dar i  para  

pendukung  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

jawabannya ,  Tergugat  te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  te r t u l i s  

berupa  fo tocopy  sura t - sura t  bermate ra i  cukup  yang  dibe r i  

tanda  T- 1  sampai  dengan  T- 5,  dengan  per inc i an  sebaga i  

ber i ku t  ;

1. T–1 : Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  dan  Rekap i t u l a s i  te rhadap  

jumlah  dukungan  baka l  Pasangan  Calon  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i  

d i t i n gka t  Kabupaten  atas  nama Klemen  Ukago,  SH,  

MMT  dan  Manfred  Mote ,  S.F i l s a f a t  o leh  KPU 

Kabupaten  Deiya i ,  dar i  22.998  Suara  yang  dia j ukan  

yang  memenuhi  Syara t  sebanyak  2201  suara .  Model  

BA.2- PKWK-KPU,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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2. T–2 : Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  dan  Rekap i t u l a s i  te rhadap  

jumlah  dukungan  baka l  Pasangan  Calon  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i  

d i t i n gka t  Dis t r i k  Kapi raya  atas  nama  Klemen 

Ukago,  SH,  MMT dan  Manfred  Mote,  S.F i l s a f a t  o leh  

Pani t i a  Pemi l i han ,  dar i  1.000  Suara  yang  dia j ukan  

yang  memenuhi  Syara t  sebanyak  897  suara .  Model  

BA.1- PKWK-KPU,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. T–3 : Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  dan  Rekap i t u l a s i  te rhadap  

jumlah  dukungan  baka l  Pasangan  Calon  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Deiya i  

d i t i n gka t  Dis t r i k  Tig i  atas  nama  Klemen  Ukago,  

SH,  MMT dan Manf red  Mote ,  S.F i l sa f a t  o leh  Pani t i a  

Pemi l i han ,  dar i  1.853  Suara  yang  dia jukan  yang  

memenuhi  Syara t  sebanyak  1.726  suara .  Model  BA.1-

PKWK-KPU,   ( fo t okop i  sesua i  dengan as l i nya ) ; - - - -
4. T–4 : Sura t  Keputusan  KPU kabupaten  Deiya i  Nomor  08  

Tahun  2011  Tentang  Penetapan  Calon  Bupat i  dan  

Calon  Waki l  Bupat i  Yang dinya takan  Telah  Memenuhi  

Syara t  dan  Tidak  Memenuhi  Syara t ,   ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -
5. T–5 : Keputusan  KPU Kabupaten  Deiya i  Nomor:  02  Tahun  

2011  Tentang  Penetapan  tahapan,  Program  dan  

Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daearah  kabupaten  Deiya i  

Per iode  2011- 2016,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Tergugat  te lah  diber i  kesempatan  untuk  

mengajukan  Saks i  namun t i dak  menggunakan  kesempatan nya  :

Menimbang,  bahwa  para  pihak  akh i rnya  te l ah  dibe r i  

kesempatan  untuk  mengajukan  Kes impu lan ,  atas  kesempatan  

te rsebu t  Para  Penggugat  te l ah  menyerahkan  Kesimpu lannya  

te r t angga l  13  Desember  2011,  sedangkan  Tergugat  da lam 

pers idangan  te r t angga l  13  Desember  2011  menyatakan  t i dak  

18

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan  kes impu lan  ;

Menimbang,  bahwa untuk  mempers ingka t  Putusan  in i  sega la  

sesuatu  yang  te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  

merupakan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan Putusan  in i  ;

Menimbang,  bahwa  para  p ihak  menyatakan  t i dak  ada  lag i  

yang  dikemukakan  dan  se lan ju t nya  mohon Putusan ,  o leh  karena  

i t u  Maje l i s  Hakim te lah  bermusyawarah  dan  mengambi l  Putusan  

berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  hukum  sebaga imana  

te ru ra i  d i  bawah in i  ;

 TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

 Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  Para  

Penggugat  ada lah  sebaga imana  te rsebu t  da lam  duduk  perkara  

nya ;  

Menimbang,  bahwa  yang   menjad i   ob jek   sengketa   da lam 

perkara  in i  ada lah  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Deiya i  Nomor  :  08  Tahun  2011,  Tentang  Penetapan  

Calon  Bupat i  dan  Calon  Waki l  Bupat i  yang  d inya takan  Lu lus  

dan  Tidak  Lulus  tangga l  03  November  2011  ;  
 

Menimbang  bahwa alasan  Para  Penggugat  da lam mengajukan  

sengketa  in  casu  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  objek  

sengketa  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

dan asas- asas  Penye lenggaraan  Pemi lu  ;  

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Para  Penggugat  te r sebu t ,  

Tergugat  te l ah  menyampaikan  jawabannya  ber tangga l  09  

Desember  2011 ;  

Menimbang,  bahwa dalam dal i l  jawaban  Tergugat  te rsebu t ,  

Tergugat  menyampaikan  tanggapan  yang  berka i t an  dengan  

kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  untuk  memer iksa  

perkara  in i  merupakan  kewenangan  yang  meleka t  secara  abso lu t  

pada  Per t imbangan  Maje l i s  Hakim Pemer iksa  perkara  in i ,  untuk  

i t u  Tergugat  menyerahkan  kepada  Maje l i s  Hakim  pemer iksa  

Perkara  untuk  meni la i n ya  (v i de  tanggapan  Tergugat  ha laman 2,  

angka  2)  ;  
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Menimbang,  bahwa  te rhadap  dal i l  d imaksud,  dengan  

memperhat i kan  keten tuan  Pasa l  77  ayat  (1 )  Undang- Undang  

Nomor  5  tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

sebe lum  menguj i  pokok  perkara  in  casu,  Maje l i s  Hakim 

memandang  per lu  untuk  mengura i kan  hal - ha l  yang  berka i t an  

dengan  kewenangan  mengadi l i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

berka i t an  dengan objek  sengke ta  in  l i t i s  sebaga i  ber i ku t  ;  

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  ada lah  sebaga imana  buny i  keten tuan  pasa l  1  angka  9  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  perubahan  kedua  

atas  Undang- Undang Nomor  5 tahun  1986 Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara ,  yang  unsur - unsurnya  sebaga i  ber i ku t  :  

1. Penetapan  Ter tu l i s  ;  

2. Dike lua rkan  oleh  Badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  ;  

3. Berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  ;  

4. Ber i s i  t i ndakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  ;  

5. Bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l  ;  

6. Menimbulkan  ak iba t  hukum  bag i  seseorang  atau  badan  

hukum  perda ta  ;  

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim  menel i t i  ob jek  

sengketa  dihubungkan  dengan  unsur - unsur  pasa l  1  angka  9 

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  perubahan  kedua  

atas  Undang- Undang Nomor  5 tahun  1986 Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  maka objek  sengke ta  ba ik  fo rmat ,  i s i ,  maupun 

ak iba t  hukum yang  di t imbu l kannya  te l ah  memenuhi  unsur - unsur  

pasa l  1  angka  9  te rsebu t  o leh  karena  i t u   Maje l i s  Hakim  

berpendapat  ob jek  sengketa  adalah  merupakan  Keputusan  Tata  

Usaha Negara ;

Menimbang,  bahwa untuk  menentukan  apakah  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  di t e rb i t k an  Tergugat  bukan  merupakan  

kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  khusus  te rka i t  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  di t e rb i t k an  dalam  rangka  

penye lenggaraan  Pemi lukada ,  te lah  di ten tukan  sebaga imana  
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pengecua l i an  atau  pembatasan  dimaksud  Pasa l  2  huru f  g 

Undang- Undang  Nomor  9  tahun  2004  ten tang  perubahan  atas  

Undang- Undang  nomor  5  tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  ;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Keten tuan  Pasal  2  huru f  g 

Undang- Undang  nomor  9  tahun  2004  ten tang  perubahan  atas  

Undang- Undang  nomor  5  tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  menyatakan  bahwa  “ t i dak  te rmasuk  dalam  

penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha Negara  menuru t  Undang- Undang  

in i  :  Keputusan  Pemi l i han  Umum di  Pusat  maupun  d i  Daerah  

mengenai  has i l  pemi l i han  umum” ;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pasal  65 ayat  (1 )  dan ayat  

(3 )  Undang- Undang  nomor  32  tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  

Daerah  pada  pokoknya  menyatakan  Pemi l i han  kepa la  daerah  dan  

waki l  kepa la  daerah  d i l aksanakan  mela lu i  masa pers iapan ,  dan  

tahap  pe laksanaan ,  Tahap  pelaksanaan  sebaga imana  dimaksud  

mel ipu t i  :  

a.  Penetapan  daf ta r  pemi l i h  ;  

b.  Pendaf taran  dan  Penetapan  calon  kepala  daerah/waki l  

kepala  daerah ;  

c.  Kampanye  ;  

d.  Pemungutan  suara  ;  

e.  Penghi tungan  suara  ;  dan  

f .

Penetapan  pasangan  ca lon  kepa la  daerah /wak i l  kepa la  

daerah  te rp i l i h ,  pengesahan,  dan  pe lan t i k an .  

 Menimbang,  bahwa dar i  tahapan  dimaksud  dapat  d ike tahu i  

bahwa  objek  sengketa  yang  di te rb i t k an  o leh  te rguga t  

merupakan  bagian  dar i  tahapan  Pendaftaran  dan  Penetapan 

calon  kepala  daerah/waki l  kepala  daerah,  belum sampai  kepada  

tahapan  Kampanye maupun tahapan  pengh i t ungan  suara  ;  

Hal .  21 dar i  34 Hal .  Putusan  No.  56/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Menimbang,  bahwa  sengketa  has i l  pengh i t ungan  suara  

berdasarkan  Pasal  106  ayat  (1 )  Undang- Undang  nomor  32  tahun  

2004  Tentang  Pemer in tahan  Daerah  pada  pokoknya  adalah  

kebera tan  te rhadap  penetapan  has i l  pemi l i han  kepa la  daerah  

dan  waki l  kepa la  daerah  yang  hanya  berkenaan  dengan  has i l  

pengh i t ungan  suara  yang  mempengaruh i  te rp i l i h n ya  pasangan  

ca lon  ;  

Menimbang,bahwa  berdasarkan  Pasal  4  Pera tu ran  Mahkamah 

Konst i t u s i  Nomor  15  tahun  2008  ten tang  Pedoman  Beracara  

Dalam  Perse l i s i h an  Hasi l  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

menyatakan ,  “ Objek  persel i s ihan  Pemilukada  adalah  hasi l  

penghi tungan  suara  yang  di te tapkan  oleh  Termohon  yang  

mempengaruhi :  a.  penentuan  Pasangan Calon  yang  dapat  

mengikut i  putaran  kedua  Pemilukada;  atau  b.  Terpi l i hnya  

Pasangan  Calon  sebagai  kepala  daerah  dan  waki l  kepala  

daerah.”  ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  pera tu ran  

perundang- undangan  te rsebu t  te lah  dapat  d ike tahu i  secara  

je l as  ob jek  atau  Sura t  Keputusan  yang  menjad i  kewenangan  

Mahkamah Konst i t u s i ,  sedangkan  t i ndakan  admin is t r a t i f  berupa  

Keputusan- Keputusan  yang  di te rb i t k an  Tergugat  sepan jang  

t i dak  berupa  has i l  pengh i t ungan  suara  bukan lah  merupakan  

objek  yang  diu j i  o leh  Mahkamah Konst i t u s i  ;

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  ob jek  sengketa  te l ah  

memenuhi  unsur  Pasal  1 angka  9 Undang- Undang  Nomor  51  tahun  

2009  Tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  nomor  5 

tahun  1986  ten tang  perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  dan  t i dak  

te rmasuk  Sura t  Keputusan  sebaga imana  dimaksud  Pasa l  2  huru f  

g  Undang- Undang  Nomor  9  tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  

Undang- Undang  nomor  5  tahun  1986  ten tang  perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  seh ingga  Maje l i s  Hakim  menyatakan  Sura t  

Keputusan  Tergugat  (ob jek  sengketa )  adalah  merupakan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  d i j ad i kan  objek  

gugatan  dalam  sengketa  in  casu ,  dan  menjad i  wewenang 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  untuk  memer iksa ,  

memutus  dan menyelesa i kannya  ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  
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mempert imbangkan  ten tang  pokok  perkara  yang  menjad i  sengketa  

anta ra  Para  Penggugat  dengan  Tergugat  dan  sehubungan  dengan  

di t e rb i t k annya  Objek  Sengketa  in  l i t i s  ;

Menimbang,  bahwa  a lasan  Para  Penggugat  dalam  da l i l -

da l i l  Gugatannya  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  objek  

sengketa  ber ten tangan  dengan ;  

a. Pera tu ran  Perundang- undangan,  ya i t u  keten tuan  Pasal  

8 ayat  (7 )  dan ayat  (8 )  Pera tu ran  KPU Nomor  13 tahun  

2010  ;

b. Pasa l  2  Pera tu ran  KPU Nomor  13  tahun  2010,  per iha l  

asas- asas  penye lenggaraan  Pemi lu ,  yakn i  Ju ju r ,  Adi l ,  

Ada  Kepast i an  Hukum,  dan  Profes iona l  ;  

 Menimbang,  bahwa  dal i l  Para  Penggugat  te rsebu t  te l ah  

diban tah  oleh  Tergugat  dalam Jawabannya  dengan  mengemukakan  

alasan- a lasan  yang  pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t  ;  

- Bahwa  t i ndakan  Tergugat  menerb i t kan  objek  

sengketa  Tata  Usaha  Negara  a  quo  te l ah  sesua i  

dengan  Pera tu ran  KPU  No.  13  Tahun  2010  ;  

 Menimbang,  bahwa dengan  mencermat i  da l i l - da l i l  gugatan  

Para  Penggugat ,  jawaban  Terguga t ,  dan bukt i - bukt i  sura t  yang  

dia j ukan  di  pers i dangan ,  untuk  menguatkan  dal i l  gugatannya  

Para  Penggugat  te lah  mengajukan  bukt i  sura t  yang  diber i  

tanda  P- 1  sampai  dengan  P- 10  dengan  mengajukan  3  ( t i ga )  

orang  saks i  sedangkan  p ihak  Tergugat  mengajukan  bukt i  sura t  

yang  diber i  tanda  T- 1 sampai  dengan  T- 5 dan t i dak  mengajukan  

saks i  meskipun  te lah  dibe r i k an  kesempatan ,  bahwa  dalam 

rangka  untuk  mengajukan  kebenaran  mater i i l ,  maka  sesua i  

dengan  keten tuan  pasa l  107  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  

Jo.  Undang- Undang  nomor  51  tahun  2009,  Maje l i s  Hakim 

menentukan  apa  yang  harus  dibuk t i k an ,   beban   pembukt i an  

beser ta  pen i l a i an  pembukt i an ,  maka  menuru t  Maje l i s  Hakim 

yang  menjad i  persoa lan  pokok  ada lah  apakah  Objek  Sengketa  a  

quo  di te rb i t k an  te l ah  sesua i  atau  ber ten tangan  dengan  

Pera tu ran  Perundang- Undangan  dan  atau  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik  ;  
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Menimbang,  bahwa  untuk  i t u ,  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  apakah  Keputusan  Terguga t  a  quo 

ber ten tangan  atau  t i dak  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  

Perundang- undangan  yang  ber laku  dan  atau  Asas- asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  baik ,  d i l i h a t  dar i  seg i  Kewenangan  

Penerb i t an ,  Prosedura l  maupun subs tans inya  ;  

Menimbang,  bahwa dar i  aspek  Kewenangan  Penerb i t an  Objek  

Sengketa ,  Maje l i s  Hakim menguj i  sebaga i  ber i ku t  ;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pasal  61  ayat  (1 )  Undang-

Undang  Nomor  32  tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  

menyebutkan  :  Berdasarkan  has i l  pene l i t i a n  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Pasal  60  ayat  (2 )  dan  ayat  (4 ) ,  KPUD 

menetapkan  pasangan  ca lon  pal i ng  kurang  2  (dua)  pasangan  

ca lon  yang  di tuangkan  dalam Ber i t a  Acara  Penetapan  pasangan  

ca lon  ;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pasal  10  ayat  (3 )  huru f  i  

Undang- Undang  nomor  22  tahun  2007  ten tang  Penye lenggara  

Pemi l i han  Umum  menyatakan  :  Tugas  dan  wewenang  KPU 

Kabupaten /Ko ta  dalam  penye lenggaraan  Pemi lu  Kepala  Daerah  

dan Waki l  Kepala  Daerah  mel ipu t i  ;  menetapkan  pasangan  ca lon  

kepa la  daerah  dan  waki l  kepa la  daerah  kabupaten /ko ta  yang  

te lah  memenuhi  persyara tan  ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  5 

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  9  tahun  2010  ten tang  

Pedoman  Penyusunan  Tahapan,  Program,  dan  Jadwal  

Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  pada  pokoknya  menyatakan  KPU Kabupaten /Ko ta  

melakukan  pelaksanaan  regu las i  da lam bentuk  keputusan  sa lah  

satunya  adalah  Penetapan  pasangan  ca lon  yang  memenuhi  syara t  

;  

Menimbang,  bahwa  d idasarkan  ura ian  Keten tuan  te rsebu t  

maka  dar i  aspek  kewenangan,  penerb i t an  Keputusan   Objek  

Sengketa   te rsebu t   ada lah  te l ah  sesua i  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  o leh  karenanya  Keputusan  

te rsebu t  secara  yur i d i s  harus  dinya takan  te l ah  sesua i  dengan  

kewenangannya  ;  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  mengena i  prosedur  maupun 
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substans i   penerb i t an  objek  sengke ta  a  quo,  Maje l i s  Hakim 

akan  memper t imbangkan  berdasarkan  Pera tu ran  Perundang-

Undangan,  menguj i  sebaga i  ber i ku t   ;  

Menimbang,  bahwa  prosedur  penerb i t an  ob jek  sengketa  

te lah  di ten tukan  dalam  Pasa l  6  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  

Umum Nomor  9 tahun  2010  ten tang  Pedoman Penyusunan  Tahapan,  

Program,  dan  Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah ,  da lam  tahapan  pelaksanaan  

sa lah  satunya  ada lah  mengenai  Penca lonan ,  ura ian  tahapan  

Penca lonan  Perseorangan  pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :  

1. Pengumuman  dan/a tau  penyerahan  dokumen  dukungan  

penca lonan  Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah ,an ta ra  

la i n  :  

a.  

jadwal  penyerahan  dokumen  dukungan  dan  kesempatan  

perba i kan  jumlah  dan  sebaran  dukungan  dalam  masa 

pendaf ta r an  dan/a tau  penyerahan  dokumen  dukungan  

pasangan  ca lon  perseorangan  ;  

b.  

jadwal  waktu  pendaf t a r an  pasangan  ca lon  ;  

c .  

jumlah  dan  sebaran  dukungan  pa l i ng  rendah  untuk  

pasangan  ca lon  perseorangan  ;  

d.  

fo rmat  dan  jumlah  rangkap  daf ta r  rekap i t u l a s i  

dukungan  bag i  ca lon  perseorangan  ;  

e.  jadwa l  waktu  pal i ng  lama  penyerahan  dukungan  oleh  

ca lon  perseorangan  kepada  PPS  ;  dan  

f . ver i f i k a s i  dukungan  ca lon  perseorangan  o leh  PPS,  

PPK,  KPU Kabupaten /Ko ta ,  dan/a tau  KPU Prov ins i  ;  
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2. Penyerahan  dokumen  rekap i t u l a s i  dukungan  ca lon  

perseorangan  da lam 3 ( t i ga )  rangkap  kepada  KPU Prov ins i  

dan/a tau  KPU Kabupaten /Ko ta  se lama  masa  pendaf t a ran  

dan/a tau  penyerahan  dukungan.  Dalam  masa  pendaf ta ran  

dan/a tau  penyerahan  dukungan,  KPU Prov ins i  dan/a tau  KPU 

Kabupaten /Ko ta  melakukan  bimbingan  tekn i s  kepada  KPU 

Kabupaten /Ko ta /PPK/PPS  dalam  pe laksanaan  proses  

ver i f i k a s i  dan  rekap i t u l a s i  dukungan  ca lon  perseorangan  

;  

3.  Kesempatan  untuk  memperba ik i  dan/a tau  melengkap i  jumlah  

dukungan  pal i ng  rendah  dan/a tau  sebaran  dukungan  da lam 

masa  pendaf ta ran  dan/a tau  penyerahan  dukungan  kepada  

KPU Prov ins i  dan/a tau  KPU Kabupaten /Ko ta  untuk  ca lon  

perseorangan  ;  

4.  

Pember i t ahuan /penyerahan  dokumen  dukungan  ca lon  

perseorangan  kepada  PPS oleh  KPU Prov ins i  dan/a tau  KPU 

Kabupaten /Ko ta ,  dan  ca lon  perseorangan  ;  

5.  

Ver i f i k a s i  dokumen  dukungan  o leh  PPS  untuk  ca lon  

perseorangan  ;  

6.  Ver i f i k a s i  dan  rekap i t u l a s i  dokumen  dukungan  oleh  PPK 

untuk  ca lon  perseorangan  ;  

7.  Ver i f i k a s i  dan  rekap i t u l a s i  dokumen  dukungan  oleh  KPU 

Kabupaten /Ko ta  untuk  ca lon  perseorangan  ;  

8.  

Pendaf ta ran  pasangan  ca lon  yang  dia jukan  par ta i  po l i t i k  

atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  dan  perseorangan  ;  

9.  Penel i t i a n  dan pember i t ahuan  has i l  pene l i t i a n  pemenuhan  

syara t  ca lon  te rmasuk  pene l i t i a n  penambahan  dukungan  

ca lon  perseorangan  yang  jumlahnya  menjad i  kurang  dar i  

jumlah  dukungan  pal i ng  rendah  ak iba t  ver i f i k a s i  PPS,  
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PPK,  KPU Kabupaten /Ko ta .  Ver i f i k a s i  tambahan  dukungan  

ca lon  perseorangan  oleh  KPU Kabupaten /Ko ta  dan/a tau  KPU 

Prov ins i  d iban tu  PPS  dan  PPK  ;  

10.

Penel i t i a n  ulang  ke lengkapan  dan  perba i kan  persyara tan  

pasangan  ca lon ,  kecua l i  te rhadap  pasangan  ca lon  

perseorangan  yang  t i dak  dapat  memenuhi  pa l i ng  rendah  

jumlah  dukungan  dan  jumlah  sebaran ,  t i dak  diadakan  

pene l i t i a n  u lang  ;  

11.  Pengumuman pasangan  ca lon  yang  memenuhi  persyara tan ;  

dan  

12.  Penetapan ,  penentuan  nomor  uru t  dan  pengumuman 

pasangan  ca lon  ;  

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  Pentahapan  

te rsebu t  maka  te rhadap  proses  penca lonan  baka l  pasangan  

ca lon  perseorangan  sangat  berbeda  dengan  proses  penca lonan  

dar i  Par ta i  Pol i t i k ,  d imana  pene l i t i a n  Dokumen  te rhadap  

baka l  pasangan  ca lon  perseorangan  di l akukan  mela lu i  

pentahapan  yang  t i dak  s ingka t  sebe lum  sampai  kepada  masa 

pendaf ta r an  baka l  pasangan  ca lon  ;  

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim  mencermat i  

persengke taan  pokok  Para  Pihak  dan  dihubungkan  dengan  ob jek  

sengketa ,  yang  mendasar i  Tergugat  untuk  menyatakan  Para  

Penggugat  t i dak  memenuhi  syara t  adalah  karena  Tidak  ada Logo  

Daerah ,  Tidak  ada KTP,  t i dak  ada NIK,  Kabupaten  Pemekaran  ;  

Menimbang,  bahwa  menuru t  da l i l  Para  Penggugat ,  Sura t  

dukungannya  dibuk t i k an  dengan  dokumen  kependudukan  berupa  

Sura t  Kete rangan  Tempat  Tingga l /Domis i l i  ;  

Menimbang,  bahwa  saks i  dengan  nama  Korne les  Pekei ,  

Saver i us  Giya i ,  dan  Herman Youw dibawah  jan j i  pada  in t i n ya  

member ikan  kete rangan  bahwa  dukungan  Para  Penggugat  

menggunakan  sura t  kete rangan  domis i l i  ;  
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Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  8 ayat  (7 )  

dan  ayat  (8 )  Pera tu ran  KPU Nomor  13  tahun  2010  menyatakan  

sebaga i  ber i ku t  :  

ayat  (7 )  :  

Dukungan  sebaga imana  dimaksud  pada ayat  (3 )  dan ayat  

(4 )  d ibua t  da lam bentuk  sura t  dukungan  yang  dise r t a i  

dengan  fo tokop i  KTP  atau  dokumen  kependudukan  

la i nnya  yang  masih  ber laku  sesua i  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  ;  

ayat  (8 )  :

Dokumen kependudukan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  

(7 ) ,  mel ipu t i  :  

a.  

Kar tu  Keluarga  ;  atau  

b.

Paspor t  ;  atau  

c.  

Dokumen kependudukan  la i nnya  berdasarkan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  

Menimbang,  bahwa  dokumen  kependudukan  la i nnya  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  8  ayat  (7 )  dan  ayat  (8 )  

te rs i r a t  da lam keten tuan  Pasa l  20  ayat  (5 )  huru f  b.  angka  2 

dan  angka  3  Pera tu ran  KPU Nomor  13  tahun  2010  yang  pada  

pokoknya  menyebutkan  :  

angka  2  :  fo tokop i  KTP  atau  sura t  kete rangan  iden t i t a s  

kependudukan  la i nnya  yang  sah  dike lua r kan  oleh  

pal i ng  rendah  lu rah / kepa la  desa  atau  sebutan  

la i nnya  dar i  masing- masing  pendukung  ;  

angka  3  :  

sura t  kete rangan  tanda  penduduk  yang  dike lua rkan  

28

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh  pejaba t  yang  berwenang  sebaga imana  d imaksud  

pada  angka  2)  bag i  masing- masing  penduduk  yang  

belum  memi l i k i  KTP,  dan  t i dak  dike lua r kan  secara  

ko lek t i f  da lam  satu  dokumen  sura t  kete rangan  

kependudukan  untuk  se jumlah  pendukung  ;  

Menimbang,  bahwa sete lah  Maje l i s  Hakim mencermat i  Bukt i  

Sura t  P- 7,  ya i t u  sebag ian  dokumen  dukungan  para  Penggugat ,  

d i t emukan  fak ta  bahwa  memang  benar  dokumen  dukungan  Para  

Penggugat  t i dak  menggunakan  KTP  namun  memakai  Sura t  

Keterangan  Domis i l i ,  Sura t  Keterangan  Domis i l i  te rsebu t  

te lah  dike tahu i  o leh  Kepala  Kampung setempat  ;  

Menimbang,  bahwa dalam penel i t i a n  baka l  pasangan  ca lon ,  

KPU  Kabupaten  berkewaj i ban  untuk  menel i t i  persyara tan  

admin is t r a s i  dengan  melakukan  k la r i f i k a s i  kepada  ins tans i  

pemer in tah  yang  berwenang  dan  mener ima  masukan  dar i  

masyaraka t  te rhadap  pasangan  ca lon  sebaga imana  d ia tu r  da lam 

Pasa l  39  huru f  b  Pera tu ran  KPU nomor  13  tahun  2010,  dengan  

keten tuan  “apab i l a  di temukan  kegan j i l a n  atau  dugaan  

ket i dakbenaran  dokumen  yang  dia jukan ,  KPU 

Prov ins i / Kabupa ten /Ko ta  melakukan  k la r i f i k a s i  kebenaran  

dokumen  te rsebu t ,  dengan  keten tuan  set i ap  k la r i f i k a s i  

d ise r t a i  ber i t a  acara  has i l  k la r i f i k a s i  yang  dike tahu i  o leh  

ins tans i  yang  berwenang ”  ;  

Menimbang,  bahwa sampai  dengan  berakh i r nya  pemer iksaan  

sengketa  in  casu,  Terguga t  sama  seka l i  t i dak  mampu 

membukt i kan  mengenai  t i dak  lu l usnya  Para  Penggugat  adalah  

mengenai  t i dak  ada  Logo  Daerah ,  t i dak  ada  KTP,  t i dak  ada  

NIK,  kabupaten  Pemekaran  sebaga imana  te r t uang  dalam lampi ran  

objek  sengketa ,  set i dak - t i daknya  bentuk  has i l  ver i f i k a s i  

yang  beru jung  kepada  Penetapan  bahwa  Para  Penggugat  t i dak  

lu l us  atau  t i dak  memenuhi  syara t  karena  t i dak  ada  Logo  

Daerah ,  t i dak  ada KTP,  t i dak  ada NIK,  kabupaten  Pemekaran  ;  

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  maje l i s  Hakim 

berpendapat  bahwa  t i ndakan  Tergugat  menerb i t kan  objek  

sengketa  yang  menyatakan  Para  Penggugat  t i dak  lu l us  karena  

t i dak  ada  Logo  Daerah ,  t i dak  ada  KTP,  t i dak  ada  NIK,  
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kabupaten  Pemekaran  adalah  t i dak  berdasar  hukum ;  

Menimbang,  bahwa Tergugat  da lam sura t  jawabannya  t i dak  

menyampaikan  dal i l  bantahan  te rka i t  pokok  perkara  in  casu,  

namun pada  pokoknya  menyampaikan  bahwa Para  Penggugat  t i dak  

t i dak  memenuhi  syara t  6,5%,  Terguga t  te lah  memer iksa  dan  

melakukan  pene l i t i a n  te rhadap  berkas - berkas  dukungan  

penca lonan  dan  berdasarkan  has i l  pene l i t i a n  Admin is t r a s i  

o leh  KPU Kabupaten  Deiya i  sebelum d i t u r unkan  kepada  pan i t i a  

Pemi l i han  Dis t r i k  (PPD)  dan  Pani t i a  Pemungutan  Suara  (PPS)  

dan  rekap i t u l a s i  PPK baka l  pasangan  ca lon  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Para  Penggugat  t i dak  memenuhi  6,5% 

karena  hanya  mempero leh  2201  orang  ;  
 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fak ta - fak ta  te rsebu t ,  

Maje l i s  Hakim  memandang  per lu  untuk  menyampaikan  Tahapan  

ver i f i k a s i  dukungan  baka l  pasangan  ca lon  perseorangan  

sebaga imana  yang  di ten tukan  dalam  Pera tu ran  KPU nomor  13  

tahun  2010 dengan  ura ian  sebaga i  ber i ku t  ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  20  ayat  

(5 )  huru f  b  Pera tu ran  KPU nomor  13  tahun  2010  Tentang  

Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah ,  pada  pokoknya  menyatakan  :  

Dalam  pelaksanaan  pendaf ta ran  dan/a tau  penyerahan  dokumen  

dukungan  ca lon  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  atau  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  atau  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  dar i  

perseorangan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (3 ) ,  

d i t en tukan  ;  baka l  pasangan  Bupat i /Wak i l  Bupat i  dan  

Wal iko ta /Wak i l  Wal iko ta  dar i  perseorangan  menyerahkan  

dokumen dukungan  ca lon  perseorangan  kepada  PPS pal i ng  lama  

22  (dua  puluh  dua)  har i  sebe lum  pendaf t a ran  baka l  pasangan  

ca lon  Bupat i /Wak i l  Bupat i  dan  Wal iko ta /Wak i l  Wal iko ta  dar i  

perseorangan  kepada  KPU Kabupaten /Ko ta  ;  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  berdasarkan  keten tuan  

Pasa l  22  ayat  (2 )  Pera tu ran  KPU nomor  13 tahun  2010  Tentang  

Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah ,  pada  pokoknya  menyatakan  :  

Baka l  pasangan  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  atau  Wal iko ta  

dan  Waki l  Wal iko ta  dar i  perseorangan  sebaga imana  dimaksud  
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dalam  Pasa l  20  ayat  (5 )  huru f  b,  menyerahkan  dokumen  

dukungan  ca lon  perseorangan  dalam  bentuk  hardcopy  dalam  

rangkap  3  ( t i ga )  dan  sof t copy  kepada  KPU Kabupaten /Ko ta  

dalam  waktu  pal i ng  lama  23  (dua  pu luh  t i ga )  har i  sebe lum  

pendaf ta r an  baka l  pasangan  ca lon  untuk  penye lenggaraan  

Pemi lu  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  atau  Wal iko ta  dan  Waki l  

Wal iko ta  ;  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  pada  ayat  (3 )  Pera tu ran  

KPU dimaksud ,  menyatakan  bahwa  :  Dokumen  dukungan  ca lon  

perseorangan  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  dan  ayat  

(2 ) ,  d ibua t  da lam 3 ( t i ga )  rangkap ,  dengan keten tuan  :  

a.  1  (sa tu )  rangkap  dise rahkan  kepada  KPU Kabupaten /Ko ta  

atau  KPU Prov ins i ;

b.

1 (sa tu )  rangkap  dan  fo tocopy  KTP pendukung  d isampaikan  

kepada  PPS  oleh  baka l  pasangan  ca lon ;  dan  

c.  1  (sa tu )  rangkap  untuk  ars ip  yang  bersangku tan .  

Masing- masing  rangkap  huru f  a dan huru f  b dibua t  as l i .  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Keten tuan  te rsebu t ,  te lah  

je l as  bahwa  penyampaian  dokumen  baka l  pasangan  ca lon  

perseorangan  kepada  PPS pa l i ng  lama  22  (dua  puluh  dua)  har i  

sebe lum  har i  pendaf t a r an  ke  KPU Kabupaten ,  dan  penyampaian  

dokumen  baka l  pasangan  ca lon  perseorangan  kepada  KPU 

Kabupaten  pal i ng  lama  23 (dua  puluh  t i ga )  har i  sebe lum har i  

pendaf ta r an  ke  KPU Kabupaten ,  dokumen yang  di te r ima  PPS dan  

KPU  Kabupaten  ada lah  as l i  ;  
 

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  mengena i  ta ta  cara  

ver i f i k a s i  dukungan  Baka l  Pasangan  Calon  Perseorangan  

di t en tukan  berdasarkan  Pasa l  27 ayat  (1 )  Pera tu ran  KPU nomor  

13  tahun  2010  yang  menyatakan  :  PPS  sete lah  mener ima  

pember i t ahuan  dar i  KPU Prov ins i  atau  KPU Kabupaten /Ko ta  dan  

persyara tan  rekap i t u l a s i  dukungan  beser ta  lampi rannya  dar i  

baka l  pasangan  ca lon  sebaga imana  dimaksud  dalam Pasa l  20 dan  

Pasa l  21,  segera  melaksanakan  ver i f i k a s i  dokumen  dukungan  
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baka l  pasangan  ca lon  perseorangan  dan  penyusunan  ber i t a  

acara  ver i f i k a s i  pa l i ng  lama  14  (empat  be las )  har i  se jak  1  

(sa tu )  har i  sete lah  dokumen dukungan  dise rahkan  o leh  baka l  

pasangan  ca lon  ;  

Menimbang,  bahwa tahapan  se lan ju t nya  yang  d i l akukan  PPS 

ada lah  sebaga imana  d i t en tukan  dalam  Pasa l  31  Pera tu ran  KPU 

Nomor  13 tahun  2010,  yang  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :  

ayat  (1 )  :  

Hasi l  ver i f i k a s i  o leh  PPS sebaga imana  dimaksud  da lam  

Pasa l  28  dan  Pasa l  29  dibua t  ber i t a  acara  yang  

di t anda tangan i  o leh  Ketua  dan  Anggota  PPS pal i ng  

lama  2 (dua)  har i  sete lah  batas  akh i r  ver i f i k a s i  ;  

ayat  (2 )  :

Ber i t a  Acara  has i l  ver i f i k a s i  o leh  PPS sebaga imana  

dimaksud  pada  ayat  (1 )  d ibua t  da lam  rangkap  3  

( t i g a ) ,  dengan  keten tuan  :  

a.

1  (sa tu )  rangkap  untuk  d isampaikan  kepada  masing-

masing  baka l  pasangan  ca lon  ;  

b.

1  (sa tu )  rangkap  disampaikan  kepada  PPK  untuk  

se lu ruh  baka l  pasangan  ca lon ,  dengan  di l amp i r i  

semua berkas  daf ta r  dukungan  beser ta  lampi rannya  ;  

c .  1  (sa tu )  rangkap  untuk  ars i p  PPS

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  tahapan  te rsebu t ,  

d i t en tukan  dalam Pera tu ran  KPU bahwa sete lah  disampaikannya  

dokumen  o leh  Baka l  Pasangan  Calon  Perseorangan ,  PPS segera  

melakukan  ver i f i k a s i   da lam  jangka  waktu  pal i ng  lama  14  

(empat  be las )  har i ,  se jak  1  (sa tu )  har i  sete lah  dokumen 

dukungan  dise rahkan  oleh  baka l  pasangan  ca lon ,  maka dengan  

di t e r imanya  dokumen Para  Penggugat  pada tangga l  08 Ju l i  2011  

(v i de  Bukt i  Sura t  P- 3) ,  set i daknya  pada  tangga l  22  Ju l i  
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2011,  ver i f i k a s i  PPS  te lah  se lesa i  d i l akukan  di l engkap i  

dengan  ber i t a  acara  has i l  ver i f i k a s i  untuk  di te r uskan  kepada  

PPD (da lam  perkara  in  casu,  PPK d ikena l  dengan  PPD karena  

Kabupaten  Deiya i  menggunakan  is t i l a h  Dis t r i k ,  bukan  

Kecamatan)  ;

Menimbang,  bahwa  tahapan  se lan ju t nya  sebaga imana  

keten tuan  Pasa l  32  Pera tu ran  KPU  Nomor  13  tahun  2010  

menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :  

ayat  (1 )  :

PPK sete lah  mener ima  ber i t a  acara  dan  lampi rannya  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  31  ayat  (2 )  huru f  

b,  segera  melakukan  ver i f i k a s i  dan  rekap i t u l a s i  ;  

ayat  (2 )  :

Ver i f i k a s i  o leh  PPK sebaga imana  d imaksud  pada  ayat  

(1 ) ,  ada lah  ver i f i k a s i  jumlah  dukungan  baka l  

pasangan  ca lon  untuk  menghindar i  adanya  seseorang  

yang  member ikan  dukungan  leb ih  dar i  1  (sa tu )  baka l  

pasangan  ca lon  dan  adanya  in fo rmas i  manipu las i  

dukungan  ;  

ayat  (3 )  :

Ver i f i k a s i  o leh  PPK sebaga imana  d imaksud  pada  ayat  

(2 )  d i l aksanakan  pal i ng  lama  7 ( tu j uh )  har i  sete lah  

Ber i t a  Acara  dan  lampi rannya  di t e r ima  dar i  PPS ;  

ayat  (4 )  :

Apabi l a  di temukan  adanya  seseorang  yang  member ikan  

dukungan  kepada  leb ih  dar i  1  (sa tu )  baka l  pasangan  

ca lon  dan/a tau  adanya  in f o rmas i  manipu las i  dukungan  

yang  dise r t a i  bukt i  yang  dapat  

d ipe r t anggung jawabkan ,  PPK  membata lkan  dukungan  

dengan  cara  mencore t  nama  pendukung  ;  

ayat  (5 )  :
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PPK dapat  menel i t i  kembal i  kemungk inan  adanya  syara t  

admin is t r a s i  dukungan  yang  te r l ewa tkan  ket i ka  

di l akukan  proses  ver i f i k a s i  o leh  PPS,  dan  apab i l a  

di t emukan ,  di l akukan  pencore tan  te rhadap  dukungan  

dimaksud  ;  

ayat  (6 )  :  Apabi l a  PPK menemukan  nama pendukung  yang  sama,  

namun  nomor  KTP  atau  nomor  dokumen  kependudukan  

berbeda,  nama pendukung  te rsebu t  d inya takan  memenuhi  

syara t  atau  t i dak  memenuhi  syara t ,  sete lah  di l akukan  

pembukt i an  dengan  bantuan  PPS  ;  

ayat  (7 )  :

Sete lah  melaksanakan  ver i f i k a s i  sebaga imana  dimaksud  

pada  ayat  (2 ) ,  ayat  (3 ) ,  dan  ayat  (4 ) ,  PPK segera  

melakukan  rekap i t u l a s i  jumlah  dukungan  baka l  

pasangan  ca lon  ;  

ayat  (8 )  :

Hasi l  ver i f i k a s i  dan  rekap i t u l a s i  dukungan  baka l  

pasangan  ca lon  sebaga imana  d imaksud  pada  ayat  (2 ) ,  

ayat  (3 ) ,  ayat  (4 ) ,  dan  ayat  (5 )  d i tuangkan  da lam  

Ber i t a  Acara  yang  di tanda tangan i  o leh  Ketua  dan  

pal i ng  sed ik i t  2  (dua)  orang  anggota  PPK  ;  

ayat  (9 )  :

Ber i t a  Acara  has i l  ver i f i k a s i  dan  rekap i t u l a s i  o leh  

PPK sebaga imana  dimaksud  pada ayat  (5 ) ,  d ibua t  da lam  

rangkap  3  ( t i ga ) ,  dengan  keten tuan  :  

a.

1  (sa tu )  rangkap  untuk  t i ap  baka l  pasangan  ca lon  

yang  digunakan  oleh  baka l  pasangan  ca lon  sebaga i  

bukt i  pemenuhan  persya ra tan  dukungan  penca lonan  

dalam Pemi lu  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  atau  Wal iko ta  

dan  Waki l  Wal iko ta  ;

34

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b.

1  (sa tu )  rangkap  disampaikan  kepada  KPU 

Kabupaten /Ko ta  untuk  set i ap  baka l  pasangan  ca lon ,  

dan  di l amp i r i  dengan  semua berkas  daf ta r  dukungan  

beser ta  lampi rannya  ;  

c .

1  (sa tu )  rangkap  untuk  ars ip  PPK  ;

 

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ura ian  keten tuan  te rsebu t ,  

te lah  je l as  bahwa PPD melakukan  ver i f i k a s i  te rhadap  dokumen 

yang  te lah  di  ver i f i k a s i  o leh  PPS,  menuru t  keten tuan ,  PPD 

melakukan  ver i f i k a s i  dan  rekap i t u l a s i  pa l i ng  lama  sete lah  7  

( tu j uh )  har i  d isampaikan  dokumen has i l  ver i f i k a s i  PPS,  dan  

has i l  ver i f i k a s i  dan  rekap i t u l a s i  PPD te rsebu t  d igunakan  

untuk  bukt i  pemenuhan  persyara tan  dukungan  penca lonan  dalam 

Pemi lu  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i ,  seh ingga  dapat  d ia r t i k an  

ver i f i k a s i  dan  rekap i t u l a s i  PPD te rsebu t  d i l akukan  sebe lum  

masa pendaf t a r an  baka l  pasangan  ca lon  ;  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  berdasarkan  keten tuan  

Pasa l  33 ayat  (3 ) ,  ayat  (5 )  ayat  (6 )  dan  ayat  (9 )  Pera tu ran  

KPU nomor  13 tahun  2010 menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

ayat  (3 )  :

KPU  Kabupaten /Ko ta  dapat  menel i t i  kembal i  

kemungk inan  adanya  syara t  admin is t r a s i  dukungan  yang  

te r l ewa tkan  ket i ka  di l akukan  proses  ver i f i k a s i  o leh  

PPS,  dan melakukan  pencore tan  te rhadap  dukungan  yang  

t i dak  memenuhi  syara t  te rsebu t  ;  

ayat  (5 )  :

Apabi l a  di temukan  adanya  seseorang  yang  member ikan  

dukungan  kepada  leb ih  dar i  1  (sa tu )  baka l  pasangan  

ca lon  dan/a tau  adanya  in f o rmas i  manipu las i  dukungan  

yang  dise r t a i  bukt i  yang  dapat  
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diper t anggung jawabkan ,  KPU  Kabupaten /Ko ta  

membata lkan  dengan  cara  mencore t  nama pendukung  ;  

ayat  (6 )  :

KPU  Kabupaten /Ko ta  melakukan  rekap i t u l a s i  jumlah  

dukungan  baka l  pasangan  ca lon  ;  

ayat  (9 )  :  

Dalam Pemi lu  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  atau  Wal iko ta  

dan  Waki l  Wal iko ta  ber i t a  acara  has i l  ver i f i k a s i  

o leh  KPU Kabupaten /Ko ta  sebaga imana  d imaksud  pada  

ayat  (6 )  d ibua t  da lam  rangkap  2  (dua) ,  dengan  

keten tuan  :  

a.

1  (sa tu )  rangkap  untuk  t i ap  baka l  pasangan  ca lon  

yang  digunakan  oleh  baka l  pasangan  ca lon  sebaga i  

bukt i  pemenuhan  persya ra tan  dukungan  penca lonan  

dalam Pemi lu  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  atau  Wal iko ta  

dan  Waki l  Wal iko ta  ;  

b.  1 (sa tu )  rangkap  untuk  ars ip  KPU Kabupaten /Ko ta  ;  

 

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  te rsebu t ,  te l ah  

je l as  mengenai  tahapan  ver i f i k a s i  perseorangan   yang  

di l akukan  KPU  Kabupaten  ada lah  sete lah  mela lu i  tahapan  

ver i f i k a s i  yang  di l akukan  oleh  PPS  dan  PPD/PPK  sebe lum 

sampai  kepada  masa  pendaf t a r an  baka l  pasangan  ca lon  

perseorangan ,  dokumen- dokumen  te rsebu t  te l ah  mela lu i  

“penyar i ngan”  ber tahap  yang  di l akukan  PPS  dan  PPD,  dan  

ber lan j u t  ke  KPU Kabupaten  untuk  d i t e l i t i  kembal i  adanya  

kemungk inan  pene l i t i a n  dokumen  yang  te r l ewa tkan  o leh  

ver i f i k a s i  PPS,  sepatu tnya  apab i l a  te lah  ada  has i l  

ver i f i k a s i  mengenai  Pasangan  ca lon  perseorangan  yang  jumlah  

dukungannya  t i dak  memenuhi  keten tuan  pal i ng  sed ik i t  jumlah  

dukungan,  has i l  te rsebu t  waj ib  d ibe r i t a hukan  kepada  Pasangan  
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ca lon  ;  

Menimbang,  bahwa dengan  demik ian  da l i l  Jawaban  Tergugat  

yang  menyatakan  pada  pokoknya  Tergugat  te l ah  memer iksa  dan  

melakukan  pene l i t i a n  te rhadap  berkas - berkas  dukungan  

penca lonan  dan  berdasarkan  has i l  pene l i t i a n  Admin is t r a s i  

o leh  Terguga t  sebelum d i t u runkan  kepada  Pani t i a  Pemi l i han  

Dis t r i k  (PPD)  dan  Pani t i a  Pemungutan  Suara  (PPS) . . .  dst ,  

ada lah  t i dak  berdasar  karena  ver i f i k a s i  per tama  ka l i  

te rhadap  dokumen dukungan  baka l  pasangan  ca lon  perseorangan  

di l akukan  oleh  PPS sebaga imana  keten tuan  Pera tu ran  KPU nomor  

13 tahun  2010 ;  

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l  jawaban,  

te rka i t  Para  Penggugat  t i dak  memenuhi  syara t  dukungan  6,5%,  

Tergugat  menyampaikan  dipe rs i dangan  Bukt i  Sura t  T- 1,  berupa  

Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  dan  Rekapi t u l a s i  te rhadap  jumlah  

dukungan  baka l  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Deiya i  d i t i n gka t  Kabupaten  atas  nama Klemen 

Ukago,  SH,  MMT dan  Manfred  Mote,  S.F i l sa f a t  o leh  Terguga t ,  

dar i  22.998  Suara  yang  dia j ukan  yang  memenuhi  Syara t  

sebanyak  2201  suara ,  Bukt i  Sura t  T- 2,  berupa  Ber i t a  Acara  

Ver i f i k a s i  dan  Rekapi tu l a s i  te rhadap  jumlah  dukungan  baka l  

Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Deiya i  d i t i n gka t  Dis t r i k  Kapi raya  atas  nama Klemen  

Ukago,  SH,  MMT dan  Manfred  Mote,  S.F i l sa f a t  o leh  Pani t i a  

Pemi l i han ,  dar i  1.000  Suara  yang  dia jukan  yang  memenuhi  

Syara t  sebanyak  897 suara ,  dan Bukt i  Sura t  T- 3 berupa  Ber i t a  

Acara  Ver i f i k a s i  dan  Rekap i t u l a s i  te rhadap  jumlah  dukungan  

baka l  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Deiya i  d i t i n gka t  Dis t r i k  Tig i  atas  nama  Klemen 

Ukago,  SH,  MMT dan  Manfred  Mote,  S.F i l sa f a t  o leh  Pani t i a  

Pemi l i han ,  dar i  1.853  Suara  yang  dia jukan  yang  memenuhi  

Syara t  sebanyak  1.726  suara  ;  

Menimbang,  bahwa sete lah  Maje l i s  Hakim mencermat i  Bukt i  

Sura t  T- 1,T- 2,  dan  T- 3,   Bukt i - Bukt i  Sura t  te rsebu t  sama 

seka l i  t i dak  di l amp i r i  dengan  dokumen- dokumen  yang  te lah  

dive r i f i k a s i ,  T- 2  dan  T- 3  menunjukkan  rekap i t u l a s i  d i  

Dis t r i k  Kapi raya  dan  Dis t r i k  Tig i ,  sementara  dukungan  Para  
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Penggugat  te rdapa t  pula  di  Dis t r i k  Tig i  Bara t ,  seh ingga  

Ber i t a  Acara  te rsebu t  t i dak  merepresen tas i kan  adanya  

ver i f i k a s i  te rhadap  kese lu ruhan  dukungan  Para  Penggugat  ;  

Menimbang,  bahwa  menuru t  Maje l i s  Hakim  sepatu tnya  

Tergugat  mampu  menunjukkan  as l i  dokumen- dokumen  yang  

dive r i f i k a s i  karena  berkas  dokumen  as l i  berada  d i t angan  

Tergugat ,  Tergugat  sebaga i  penye lenggara  pemi lukada  waj ib  

memel iha ra  dan menjaga  keutuhan  dokumen- dokumen te rsebu t  ;  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  dalam  Bukt i  Sura t  T- 1,  

ya i t u  Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  dan Rekap i t u l a s i  dukungan  Para  

Penggugat  oleh  Tergugat ,  te rb i t  pada  tangga l  05  September  

2011,  ya i t u  sebe lum  masa  pendaf ta r an ,  Terguga t  membuka 

pendaf ta r an  baka l  pasangan  ca lon  pada  tangga l  07  September  

2011 sampai  dengan 13 September  2011 (v i de  Bukt i  T- 5)  ;  

Menimbang,  bahwa  sebaga imana  keten tuan  Pasa l  33  ayat  

(9 )  Pera tu ran  KPU nomor  13  tahun  2010  yang  te l ah  Maje l i s  

Hakim  ura i kan ,  pada  pokoknya  Ber i t a  Acara  has i l  ver i f i k a s i  

KPU Kabupaten  disampaikan  1 (sa tu )  rangkap  untuk  t i ap  baka l  

pasangan  ca lon  yang  digunakan  oleh  baka l  pasangan  ca lon  

sebaga i  bukt i  pemenuhan  persyara tan  dukungan  penca lonan  

dalam  Pemi lu  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i ,  apab i l a  Tergugat  

menggunakan  dasar  Bukt i  Sura t  T- 1  untuk  menyatakan  Para  

Penggugat  t i dak  memenuhi  syara t  dukungan  seper t i  yang  

te r t e r a  da lam  Rekap i t u l a s i  bukt i  Sura t  T- 1  ya i t u  dengan  

dukungan  2201  suara ,  sepatu tnya  Tergugat  te lah  menyampaikan  

has i l  Ber i t a  Acara  te rsebu t  kepada  Para  Penggugat  untuk  

di j ad i kan  bukt i  pada saat  pendaf ta ran  oleh  Para  Penggugat  ;  

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  dalam  pemer iksaan  

perkara  in  casu  t i dak  menemukan Bukt i  adanya  peno lakan  yang  

di l akukan  Tergugat  pada  saat  pendaf t a r an  Para  Penggugat ,  dan  

Maje l i s  Hakim  t i dak  menemukan  Bukt i  adanya  pember i t ahuan  

dar i  Tergugat  kepada  Para  Penggugat  mengenai  

dukungan/penambahan  jumlah  dukungan  karena  te lah  dinya takan  

t i dak  memenuhi  syara t  jumlah  dukungan  berdasarkan  Bukt i  

Sura t  T- 1 oleh  Tergugat  sete lah  pendaf ta r an  ;  
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fak ta - fak ta  te rsebu t ,  

menuru t  Maje l i s  Hakim  apab i l a  Tergugat  mendal i l k an  Para  

Penggugat  t i dak  memenuhi  syara t  6,5%  karena  has i l  

rekap i t u l a s i  dukungan  Para  Penggugat  hanya  2201  suara ,  

semest i nya  di tuangkan  dalam  objek  sengketa  bahwa  Para  

Penggugat  t i dak  lu l us  dengan  alasan  t i dak  memenuhi  syara t  

jumlah  dukungan,  bukan  menggunakan  alasan  t i dak  ada  logo  

Daerah ,  t i dak  ada KTP,  t i dak  ada NIK,  kabupaten  Pemekaran  ;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fak ta  te rsebu t  Maje l i s  

Hakim  berpendapat  bahwa  Para  Penggugat  pada  waktu  masa 

pendaf ta r an  ke  KPU Kabupaten  Deiya i  te l ah  memenuhi  syara t  

6,5%,  angka- angka  has i l  rekap i t u l a s i  yang  dipe ro l eh  Tergugat  

sebaga imana  Bukt i  Sura t  T- 1,  Bukt i  Sura t  T- 2,  dan  Bukt i  

Sura t  T- 3 t i dak  dapat  d ipe r t anggung jawabkan  d i  muka hukum ;  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  d i t emukan  fak ta  bahwa 

Tergugat  te lah  menerb i t kan  Pengumuman  Nomor  26/KPU-

D/P/ IX /2011  tangga l  15  September  2011  yang  pada  pokoknya  

ber i s i  :  Berdasarkan  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  yang  

di l aksanakan  oleh  PPD/PPS  se  Kabupaten  Deiya i  bag i  Calon  

Bupat i  dan  Calon  Waki l  Bupat i  dar i  Perseorangan  Tahap  I  dan  

I I ,  Komis i  Pemi l i han  Umum  kabupaten  Deiya i  te lah  

melaksanakan  rapa t  p leno  penetapan  ca lon  perseorangan  yang  

lo l os  ver i f i k a s i  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  nomor  uru t  2.  Para  

Penggugat  d inya takan  lu l us  dengan  dukungan  suara  sah  tahap  I  

dan I I  dengan  4527 suara  (v i de  Bukt i  Sura t  P- 5)  ;  

Menimbang,  bahwa  Bukt i  Sura t  te r sebu t  d idukung  oleh  

Bukt i  Sura t  P- 8  mengenai  Rekapi t u l a s i  Ver i f i k a s i  fak tua l  

o leh  PPD dan  KPU Kabupaten  Deiya i  untuk  pasangan  Calon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  Per iode  2011- 2016  

di t anda tangan i  o leh  Ketua  dan  se lu ruh  anggota  KPU kabupaten  

Deiya i  menunjukkan  pada  angka  2.  Para  Penggugat  dinya takan  

lu l us  dengan  4527  suara  sah  ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  2  Bukt i  Sura t  te rsebu t ,  

te lah  nyata  bahwa  PPS,  PPD dan  KPU Kabupaten  Deiya i  te l ah  

melakukan  ver i f i k a s i ,  ha l  mana has i l  ver i f i k a s i  menunjukkan  

Para  Penggugat  memenuhi  persyara tan  jumlah  dukungan  dan  
Hal .  39 dar i  34 Hal .  Putusan  No.  56/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

te lah  dinya takan  lu l us  ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  Maje l i s  

Hakim  berpendapat  bahwa t i ndakan  Terguga t  da lam menerb i t kan  

objek  sengketa  dengan  t i dak  melo loskan  Para  Penggugat  dengan  

alasan  dalam dokumen dukungan  Para  Penggugat  t i dak  ada  Logo  

Daerah ,  Tidak  ada  KTP,  t i dak  ada  NIK,  Kabupaten  Pemekaran ,  

maupun  dal i l  yang  menyatakan  dukungan  Para  Penggugat  yang  

memenuhi  syara t  hanya  se jumlah  2201  seh ingga  t i dak  memenuhi  

6,5%  syara t  dukungan  ada lah  t i dak  bera lasan  hukum  dan  

ber ten tangan  dengan Pera tu ran  KPU nomor  13 tahun  2010 ;  

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  per t imbangan- per t imbangan  

te rsebu t  te l ah  dapat  d is impu l kan  bahwa  Terguga t  da lam 

menerb i t kan  ob jek  sengketa  a quo  te l ah  te rbuk t i  ber ten tangan  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  ya i t u  

ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  KPU  Nomor  13  tahun  2010  

ten tang  Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah,  maka  tun tu tan  Para  

Penggugat  yang  memohon  agar  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  menyatakan  bata l  Objek  Sengketa  yang  di te rb i t k an  

oleh  Tergugat  dan  memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  

mencabut  ob jek  sengketa   ada lah  bera lasan  hukum  untuk  

dikabu l kan  ;  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  dalam  Gugatannya  Para  

Penggugat  meminta  Pengad i l an  untuk  memer in tahkan  Tergugat  

untuk  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  yang  baru  dan  menetapkan  

Para  Penggugat  sebaga i  pasangan  Baka l  Calon  Bupat i  dan Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Deiya i  Tahun 2011 ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  tun tu tan  dimaksud,  Maje l i s  

Hakim mempert imbangkan  sebaga i  ber i ku t  ;  

Menimbang,  bahwa  sebaga imana  Per t imbangan  sebe lumnya,  

Tergugat  te lah  menerb i t kan  Pengumuman  Nomor  26/KPU-

D/P/ IX /2011  tangga l  15 September  2011 (v ide  Bukt i  Sura t  P- 5)  

dan  Rekapi t u l a s i  Ver i f i k a s i  fak tua l  o leh  PPD  dan  KPU 

Kabupaten  Deiya i  untuk  pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Deiya i  Per iode  2011- 2016  (v ide  Bukt i  Sura t  

P- 8)  dan Bukt i - Bukt i  Sura t  te r sebu t  t i dak  te rban tahkan  ;  

40

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  sebaga imana  maje l i s  Hakim  ura i kan ,  

te rhadap  ver i f i k a s i  dukungan  Pasangan  ca lon  Perseorangan  

ada lah  sangat  berbeda  dengan  ver i f i k a s i  dar i  Par ta i  Pol i t i k ,  

yang  mana  ten tang  keabsahan  dukungan  te l ah  mela lu i  

pene l i t i a n  PPS,  d i t e r uskan  kepada  PPK/PPD  dan  te rakh i r  

d i t e l i t i  u lang  o leh  KPU kabupaten ,  te rka i t  perka ra  in  casu ,  

dengan  di te rb i t k annya  Pengumuman  Nomor  26/KPU- D/P/ IX /2011  

tangga l  15  September  2011  (v i de  Bukt i  Sura t  P- 5)  dan  

Rekapi t u l a s i  Ver i f i k a s i  fak tua l  o leh  PPD dan  KPU Kabupaten  

Deiya i  untuk  pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Deiya i  Per iode  2011- 2016  (v i de  Bukt i  Sura t  P- 8)  

dengan  menyatakan  Para  Penggugat  sebaga i  baka l  pasangan  

ca lon  Perseorangan  yang  lu l us ,  konsekuens i  hukumnya  ada lah  

ver i f i k a s i  dokumen  dukungan  Para  Penggugat  o leh  

Penye lenggara  Pemi lu  te l ah  se lesa i  d i l akukan  ;

Menimbang,  bahwa Keten tuan  Pasal  46  ayat  (1 )  Pera tu ran  

KPU Nomor  13  tahun  2010  menyatakan  :  Berdasarkan  has i l  

pene l i t i a n ,  KPU Prov ins i  atau  KPU Kabupaten /Ko ta  menetapkan  

nama- nama  pasangan  ca lon  yang  memenuhi  syara t  sebaga i  

peser ta  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  pa l i ng  

sed ik i t  2 (dua)  pasangan  ca lon  yang  di t uangkan  dalam Ber i t a  

Acara  penetapan  pasangan  ca lon  ;  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  berdasarkan  keten tuan  

Pasa l  6  Pera tu ran  KPU Nomor  9  tahun  2010  pada  pokoknya  

disebu tkan  bahwa sete lah  se lesa i  d i l akukan  pengumuman ca lon  

yang  memenuhi  syara t  atau  dinya takan  lu l us  maka  sepatu tnya  

di i ku t i  dengan  Penetapan  Pasangan  Calon  dan  se lan ju t nya  

pengambi l an  nomor  uru t ,  seh ingga  dengan  adanya  pengumuman 

te rsebu t ,  tahap  pene l i t i a n  u lang  te l ah  berakh i r  ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  te rsebu t ,  maka 

dengan  diumumkannya  oleh  Terguga t  bahwa Para  Penggugat  te l ah  

dinya takan  lu l us ,  sepatu tnya  segera  di t i n dak l an j u t i  dengan  

Penetapan  yang  menyatakan  Para  Penggugat  te lah  lu l us  atau  

memenuhi  persyara tan  sebaga i  peser ta  Pemi lukada  Kabupaten  

Deiya i  2011 ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  te rsebu t ,  maka 

permohonan  Para  Penggugat  yang  meminta  Pengad i l an  untuk  
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memer in tahkan  Tergugat  untuk  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

yang  baru  dan  menetapkan  Para  Penggugat  sebaga i  pasangan  

Baka l  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  Tahun  

2011 ada lah  patu t  untuk  d ikabu l kan  ;  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  demi  Kepast i an  Hukum 

Maje l i s  Hakim  memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  yang  baru  dan  menetapkan  Para  

Penggugat  sebaga i  pasangan  Baka l  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Deiya i  Tahun  2011  sepan jang  dia r t i k an  

sebaga i  sa lah  satu  baka l  pasangan  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  yang  dinya takan  Lu lus  peser ta  Pemi lukada  Kabupaten  

Deiya i  atau  sebaga i  baka l  pasangan  ca lon  perseorangan  yang  

memenuhi  persyara tan  sebaga i  Peser ta  Pemi lukada  Kabupaten  

Deiya i  tahun  2011,  t i dak  dia r t i k an  sebaga i  Keputusan  

mengenai  has i l  Pemi lukada  Kabupaten  Deiya i  ;  

Menimbang,  bahwa dalam gugatannya ,  Para  Penggugat  te lah  

pula  menyampaikan  permohonan  penundaan,  untuk  i t u  Maje l i s  

Hakim  akan  memper t imbangkan  mengenai  dapat  t i daknya  

permohonan  penundaan  Para  Penggugat  d ikabu l kan  ;  

Menimbang,  bahwa  keten tuan  pasa l  67  ayat  (2 )  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  menegaskan  Penggugat  dapat  mengajukan  permohonan  agar  

pe laksanaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  i t u  d i t unda  se lama  

pemer iksaan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  sedang  ber j a l an ,  

sampai  ada putusan  Pengad i l an  yang  mempero leh  kekuatan  hukum 

te tap  ;  

Menimbang,  bahwa keten tuan  pasa l  67  ayat  (4 )  )  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  menyatakan  :  Permohonan  penundaan  sebaga imana  

dimaksud  dalam ayat  (2 )  :  a.  dapat  d ikabu l kan  hanya  apab i l a  

te rdapa t  keadaan  yang  sangat  mendesak  yang  mengak iba tkan  

kepent i ngan  penggugat  sangat  d i rug i kan  j i k a  Keputusan  Tata  

Usaha Negara  yang  diguga t  i t u  te tap  d i l aksanakan  ;  

Menimbang,  bahwa  dalam  permohonan  penundaan  yang  

te rmuat  da lam  Gugatan  Para  Penggugat  t i dak  te rs i r a t  secara  

je l as  mengenai  keadaan  yang  sangat  mendesak  yang  diu ra i kan  

dalam permohonannya,  Penundaan  Para  Penggugat  hanya  te rmuat  
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dalam Pet i t um  tanpa  d ise r t a i  a lasan- a lasan  permohonannya  ;  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  sebaga imana  yang  te l ah  

dipu tus  oleh  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  dalam  Perkara  

Nomor  52/G.TUN/2011/PTUN.JPR,  da lam  s idang  te rbuka  untuk  

umum,  di temukan  fak ta  bahwa  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

te lah  mengabulkan  permohonan  Penundaan  dan  mempertahankan  

penundaan  te rhadap  objek  sengketa ,  ha l  mana ob jek  sengketa  

ada lah  sama dengan  perkara  in  casu  seh ingga  menuru t  Maje l i s  

Hakim  apa  yang  dimohonkan  oleh  Para  Penggugat  senyatanya  

te lah  te rpenuh i ,  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  maka  Maje l i s  

Hakim  menyatakan  te rhadap  permohonan  penundaan  Para  

Penggugat  patu t  d inya takan  di to l a k  ;  

Menimbang,  bahwa o leh  karena  Tergugat  ada lah  pihak  yang  

dika lahkan  dalam  perkara  in i ,  maka  berdasarkan  keten tuan  

pasa l  110  UU No.  5  tahun  1986  kepada  Terguga t  d ibebankan  

untuk  membayar  biaya  perkara  yang  jumlahnya  akan  di ten tukan  

dalam amar  putusan  dibawah in i   ;  

Menimbang,  bahwa  mengacu  pada  keten tuan  Pasa l  107  

beser ta  penje lasannya  dan  Pasa l  109  ayat  (1 )  Undang- Undang  

Nomor  5  tahun  1986  yang  te rakh i r  d i rubah  dengan  Undang-

undang  Nomor  51  Tahun  2009,  Maje l i s  Hakim  te tap  

mempert imbangkan  se lu ruh  ala t  bukt i  yang  dia j ukan  pihak-

pihak  yang  bersengke ta ,  akan  te tap i  da lam  memper t imbangkan  

untuk  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketanya  Maje l i s  Hakim  

mengutamakan  ala t  bukt i  yang  re levan ,  te rhadap  ala t  bukt i  

yang  se leb ihnya  te tap  di l amp i r kan  dan  menjad i  satu  kesatuan  

dengan berkas  perkara  ;  

Memperhat i kan  keten tuan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te l ah  

diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  

Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Pera tu ran  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Nomor  13  Tahun  2010  ser ta  Pera tu ran  

Perundang- undangan  la i nnya  yang berka i t an  ;  

 M E N G A D I  L I  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN :  

Menolak  permohonan  Penundaan Para  Penggugat  ;

DALAM POKOK PERKARA :

1.  Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

2.

Menyatakan  bata l  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Deiya i  Nomor  08  tahun  2011  tangga l  03  November  

2011  Tentang  Penetapan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  yang  

dinya takan  lu l us  dan  t i dak  lu l us  ;

3.

Memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Deiya i  Nomor  08 tahun  2011  

tangga l  03  November  2011  Tentang  Penetapan  Calon  Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  yang  dinya takan  lu l us  dan  t i dak  lu l us  ;

4.  Memer in tahkan  Tergugat  untuk  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

yang  baru  dan  menetapkan  Para  Penggugat  sebaga i  pasangan  

Baka l  Calon  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Kabupaten  Deiya i  Tahun  

2011;

5.

Menghukum Tergugat  Untuk  Membayar  Biaya  Perkara  Sebesar  

Rp.  101.000 , -  ( Seratus  Satu  Ribu  Rupiah )  ;  

Demik ian  dipu tuskan  dalam rapa t  permusyawara tan  Maje l i s  

Hakim Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  pada  har i  Rabu,  

tangga l  14  Desember  2011  o leh   kami  IMANUEL MOUW, SH,  

se laku  Hakim Ketua  Maje l i s ,  CECKLY J.  KEREH,  SH,  dan  TAUFIK 

ADHI  PRIYANTO,  SH. ,  masing- masing   se laku   Hakim   Anggota ,  

Putusan   mana  d iucapkan   da lam s idang   yang   te rbuka   untuk  

umum  pada   har i  Kamis ,  tangga l  15 Desember  2011  oleh  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maje l i s  Hakim  te rsebu t ,  dengan  diban tu  oleh  ADE RUDIANTO 

se laku  Pani te ra  Penggant i ,  dengan  dihad i r i  o leh  sa lah  

seorang  Pr ins i pa l  dan Kuasa  Hukum Para  Penggugat  ser ta  Kuasa 

Hukum Tergugat  ;  

HAKIM- HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS,

                     t . t . d .  

t . t . d .

CECKLY J.  KEREH,  SH. IMANUEL MOUW,  SH.

                     t . t . d .  

TAUFIK ADHI PRIYANTO,  SH.

P A N I  T E R A PENGGANTI,

  

t . t . d .

ADE RUDIANTO

Per inc i an  Biaya  Perkara  :

Hal .  45 dar i  34 Hal .  Putusan  No.  56/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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1

.

Pendaf ta ran  

Gugatan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

30.000 , -

2

.

Panggi l an  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

60.000 , -

3

.

Matera i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

6.000 , -

4

.

Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

5.000 , -

J U M L A H Rp
.

101.000 , -

                     ( Sera tus  

Satu  Ribu  Rupiah )
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